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BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR : 55 TaHuUN 2016

TENTANG

STANDARISASI HARGA BARANG/JASA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI PARIGI MOUTONG

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan
Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi
Moutong serta menjamin pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2017, perlu menetapkan Standarisasi
Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah
Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa penetapan Standarisasi Harga Barang/Jasa
untuk  menjamin  keseragaman harga dan
menghindari pemborosan dalam  pelaksanaan
pekerjaan Tahun Anggaran 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi
Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah
Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2017;

[y

Mengingat . Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi
Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);



Menetapkan

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2015 ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 tahun

2004 tentang Pedoman Pengelolaaan Barang Daerah
Yang Dipisahkan,;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun

2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah;

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG TENTANG
STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN
ANGGARAN 2017.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Parigi Moutong.

2. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4, Standarisasi Harga adalah pembakuan harga barang sesuai jenis,
spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.

5. Biaya Jasa Perusahaan adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan
dan/atau pihak ketiga kepada Pemerintah.

6. Pajak adalah sejumlah uang yang harus dibayar pada suatu saat yang
dapat dipaksakan sesuai Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.



7. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan
oleh Pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

BAB II
BIAYA DAN UPAH KERJA

Pasal 2

Standarisasi Harga Barang/Jasa kebutuhan Pemerintah Daerah
Kabupaten Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Bupati ini, kecuali yang telah ditetapkan melalui E
Katalog.

Pasal 3

Standarisasi Harga Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
sudah termasuk biaya jasa perusahaan, pajak dan retribusi.

Pasal 4

Khusus upah kerja bangunan disesuaikan dengan kondisi setempat.

Pasal 5

Patokan harga satuan kendaraan bermotor, suku cadang alat berat, alat
laboratorium, buku perpustakaan, obat-obatan, blanko/formulir, yang
bersifat Nasional dan berlaku di seluruh Indonesia, ditetapkan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. patokan satuan harga kendaraan bermotor, suku cadang alat berat, alat
laboratorium, ditetapkan berdasarkan harga yang dikeluarkan oleh
Agen Tunggal Pemegang Merk ;

b. patokan satuan harga buku perpustakaan, ditetapkan berdasarkan
harga yang dikeluarkan oleh penerbit;

c. patokan satuan harga obat-obatan, berpedoman pada harga yang
ditetapkan oleh Menteri Kesehatan; dan

d. patokan satuan harga blanko/formulir yang bersifat Nasional serta
berlaku diseluruh Indonesia, menggunakan spesifikasi dan harga yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 6

Standarisasi Harga Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang belum ditetapkan, dapat
mengajukan kepada Panitia Standarisasi Harga Barang/Jasa Tahun
Anggaran 2017 yang berkedudukan pada Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten untuk ditetapkan standarisasi harga.

Pasal 7

Standarisasi harga barang/jasa sebagaimana dalam Pasal 2 merupakan
harga tertinggi dalam penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik
daerah dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Tahun Anggaran 2017 dan akan disesuaikan kembali apabila



terdapat kebijakan pemerintah yang secara signifikan mempengaruhi
harga barang dan jasa.

Pasal 8 :

Peraturan Bupati ini hanya berlaku untuk penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, tidak sebagai dasar pengadaan
Barang/Jasa Kabupaten.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 50
Tahun 2015 tentang standarisasi harga barang/jasa Pemerintah Daerah
Kabupaten Tahun Anggaran 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku padatanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi

Pada tanggal
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Diundangkan di Parigi
Pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH
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